
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tcntang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, njawa 
Barat dan dalam Daerah tstimewa Jogjakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 28 T~hut, 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomur 4247); 

3. Undang-Undang Nomur 38 Tahun 2004 tentang .Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2004 Nomor 
132, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4444); 

4. Undang-Undang Non101' 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas clan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

DF.rNGJ\N RA.HMATTUHANYANG MAHA ESA 
WALIKOTA SEMAHANG~ 

a. bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (1) huruf f dan Pasal 
103 ayat (2) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 79 
Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan 
-Jalan, diatur kewajiban penyelenggara parkir untuk 
mengganti kerugian kehllangan dan kerusakan kendaraan 
yang diparkir serta asuransi sebagai salah satu formula 
perhitu ngan tarif parkir; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah 
Kata Semarang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 
Penyeleuggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusua Parkir 
dan Rctribusi Ternpat Khusus P1,1rkir, tclah diatur 
mengenai kewnjiban pcnyelenggara parkir awa~La dun 
tempat khusus parkir bert.a.nggung jawab atas kehilangan 
kendaraan; 

c, bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud 
dalarn huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota Semarang tentung Pclaksanaan Asuransi Parkir 
pada Penyelenggaraan Parkir di Luar k!ua.ng Milik .Jalan, 

Mengingat 

Menimbang 

WALIKOTA SEMARANG 
PROVINST ,J/\WA TENGAH 

P~t-r:ATURANW.Al.IKOT'AS .. ~MARANG 
NOMOX ltrAHUN 2015 

TENT ANO 

PELAKSANAAN ASURANSI PARKIR PADA PENY f!;LJ£NGGARAAN PERPARKIRAN 
1)1 lJ_JARRUANG MIUKJAIAN 



9. Peraturan Pemerintah No mot 50 Tahun 1992 ten tang 
Pembentukan Kecarnatan di Wilayah Kabupaten 
kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, 
Wonogiri, .Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di 
Wila.yah Kotamadya Daerah Tingkn f TT Scmaran~ dalam 
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat T .Iawa Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
89); 

I 0. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang 
.Jalan [Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2006 
Nomor 86, Tarnbuhan Lcmbaran Negara Rcpuhlik 
Indonesia Nomor 4655); 

11. Peraturan Pemerintah Nornor 32 Tahun 20 l l tentang 
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta 
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Numor 5221); 

12. Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang 
Kcndaraan (Lembaran Negara Repuhlik lnclonc~iH Tahun 
2012 Nomor 120, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5317); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang 
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193. 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 
5468); 

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang 
undangan: 

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahu.n 2014 tentang 
Peraeuranaian (Lernbaran Negara l..!epublik Indoneala 
Tahun 2014 Nurnor 3371 Tam.ba}1(JT1 Lernbaran Negara 
~epublik Indonesia Nomor 5618); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayarian 
Publik (Lembaran Negara Repubtil: Indonesia. Tahun 2009 
Nornor 109~ Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 12 'rahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran 
Negara RP.p1J hlik Indonesia Tahuri 2011 Nornor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
:;·:t~4); 

7. Undang-Undang Nomor ?.3 Tahun 2014 tentang 
Pemerint.ahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5597), scbagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun ?.015 tentang Perubahari Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tt'.ntHng 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



Dalam Peraturan Walikota irii yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Semarang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pernerintahan Kata Semaran,t 
3. Walikota adalah W a H k o ta Se mar an I?:. 
4. .1:-'o .. rklr mlulnl • kcadaan kendaraan h~rhenrl atau tldak bergerak 

untuk beberapa saat balk ditinggalkan atau tidak ditinggalkan 
pengemudinya. 

5. Pengelola Parkir adalah Pemerintah Daerah Kota Semarang yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian pcrparkiran, 

6. Penyelenggara Parkir cdnlnh Pernerintah Dacrah dan atau Badart 
Usaha aerta Orang yang diberi ijin menyelenggarakan parkir yang 
mernberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat, 

7. Tjin Penyelenggaraan Parkir yang selanjutnya disebut ijin adalah ijin 
yang diberikan untuk menyelenggarakan perparkiran. 

MEMUTUSKAN: 

PERA1'URAN WALIKOTA TENTAN<."1 PRLAKSANAAN 
ASURANSI PARKIR PADA PENYELENGGARAAN 
PERPARKIRAN DILUAR RUANG MTLTK J.ALAN. 

Menetapkan 

15. Peraturan Dacrah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 
tent.ang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus 
Parkir dan Ret.ribusi Tempat Khusus Parkir [Lembaran 
Daerah Kota Semarang Tahun 2004 Nomor 2 Seri C); 

16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinna naera.h Kota 
SP.m.nrnng (T..emb~ran Daerah Kota Semarang TRh11n ~008 
Nomor 1 !l, 1':-m1h:-1h:H1 J ,,...mbc\'rnn Dncrah Nomor 22); 

1 7. Peraturan Daerah Kota Semararig Nnmnr 5 'rahun 2009 
ten tang Bangunan Gedung (Lem hara n Daerah Kut1::L 
Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Daerah Norn or 35); 

18. Pcraturan Daerah Kota Semarang Nornor 14 Tahun 2011 
tentang Reneau.a Tata Ruang Wilayah kota Semarang 
Tahun 2011 - 203 1 (Lembara.n Dacrah Kota Semarang 
Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lernbaran Daerah Kola 
Semarang Nornor 61); 

19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2011 
tentang Penyelenggaraan Penyambungan Jalan Masuk 
[Lembarar; Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor G7); 

20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 
tenta.ng Retrtbusl -Jasa Uaaha (Lembaran Daerah Kata 
Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lcmbaran 
Oaerah Kota Semarang Nomor 70). 

BABI 
K~TENTUAN UMUM 

Pasal 1 



Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan asuransi parkir dalam Peraturan 
Walikota ini adalah penvelenggaraan parkir di Iuar ruang milik jalan, yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta. 

8. Ternpat Khusus Parkir adalah tempat parkir yang disediakan, dimiliki 
dan dikelola oleh Pernerintah Daerah. 

9. Parkir Swasta adalah tempat park ir di luar ruang milik jalan yang 
dikelola oleh swaata. 

10. Badan Usaha adatan perusahaan atau bentuk usahu, baik yang 
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 
menjalankan suaf.u jenis usaha yang bersifat tetap dan terus 
u,~ri~rw~ dengan ll{i uan untuk memperoleh laba. 

11. Pengguna .Jasn Parkir ynng selanjutnya disingkat PJP ndalah 
pengemudi keridaraan yang rnettgguriakan satuan ruang parkir, 

12, Satuan Ruang Parkir yang sclaniutnva disingkat dcngan Sl<P 
adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan 
termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu. 

13. Asuranei Parkir adalah produk asuransi yang mcmberikan jaminan 
atas kerugian Pengguna Jasa Parkir akibat kehilangan dan kerusakan 
kendaraan pada saat parkir di tempat parkir yang diselenggarakan 
Pemerlntah Daerah d.an/.atau Badan U~al1a. 

14. Prerni Asuransi Parkir adalah pernbayaran kepada pen.i.~a.ha:-m 
auurariai sebagai persyaratan terjadlnya pertariggungan aaurarrai.. 

15. Klairn adalah pernbayaran aejurnlah uang kepada terte.nggung 
Pengguna Jasa Parkir atas rislko kehilangan dan kerusakan kendaraan 
yang parkir pada lokasi parkir di Iingku ngan parkir t pelataran 
parkir dan gedung parkir yang dimiliki da.n/ atau diselenggarakan 
Pemerintah Daerah atau Sadan Usaha. 

16. Lembaga Asuransi adalah badan hukum yang memberikan jaminan 
atas keruqian Pengguna. J asa Parkir akibat kehilangan dan 
kerusakan kendaraan pada saat parkir di tempat khusus parkir dan 
parkir swasta. 

17. Gedung Parkir Mu rni adalah bangunan yang digunakan khusus 
scbagai tcmpat parkir yang berdiri sendiri, 

18. Cedung Parkir Pendukung adalah auatu bagian dari bangunHn 
atau kumpulan bangunan yang digunakansebagai tempat parkir dan 
meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan pokok 
bangunan atau kumpulan bangunan tersebut. 

19. Lingkungan Parkir adalah kumpulan jalan-jalan di daerah tertentu 
yang d1bo.tO.$l dun ()l]ir1gkungi oleh jnlan-jalan penghubung yang di 
ch1lamn_ya tt'.rch1pr1t st'.hagiL'lr1 besar bangumu1 um urn/ perdagangan yang 
dipergunekan sebagai tempat parkir. 

20. Tarnan Parkir / Pelataran 1-'a.rkir M u rru adalah sun tu areal tanah 
tertentu di luar ruang milik jalan yang digunakan khusus sebagai 
tempat parkir. 

21. Taman Parkir/Pelataran Parkir Pendukung adalah suatu areal 
tanah tertentu di luar ruang milik jalan yang digunakan sebagai 
fasilitas parkir sebagai kelengkapan bangunan gee.lung d~n/ahw 
bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan dan/ atau usaha pokok. 

BAB II 
RUANO LINGKUP 

Pasal 2 



(1) Asuransi parkir dilaksanakan nl~h t ernbnga Asuransl yang b~kt'.rjH- 
sama dengan Penyelcnggara Parklr dengan memenuhi persyaratan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

(2) Dengan tanpa mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, para 
pihak dalam membuat perjanjian tertulis sebagairnana dimaksud 
pada ayat ( 1) wajib memenuhi pedomun aebagai berikut: 
a. penyediaan Iaeilitas yang diperlukan dalarn penyelenggarann 

parkir sesuai dengan standar pelayanan minimal yang diatur dalam 
peraturan perundang - undangan dan ataridar yang dipersyaratkan 
dalam kontrak yang telah disepakati; 

b. pemberian jarninan kepastian hukum dan kemudahan klaim bagi PJl1; 

c. kewajiban untuk menyebutkan hnl yang dijaminkan oleh a~, .. rransi 
bcserta . persyarntnn pcngajuan klaim dalam karcis arau stiker 
langganan atau ha~il cetakan elektronik atau komputer sebagai bukti 
pernbayaran. 

d. kewajiban untuk memberitahukan kepada PJP terkait tclah 
diasuransikannya lokasi parkir. 

(3) Lembaga Asuransi sebagaimana dimakaud pada ayat ( 1) wajib 
menerbitkan polis asuransi ataa nama Penyelenggara Parkir dalam 
berrtuk scrtifikat keikutsertaan asuransi. 

(4) Polis Asuransi yang diterbitkan oleh Lembaga Asuransi sebagaimana 
dirnaksud ayat (3) merupakan salah satu persyaratan yang harus 
dipenuhi dalam pengaiuan perijinan pcnyelenggaraan parkir pada Dinas 
Perhubungan, Kornunikasi dan Informatika Kota Semarang. 

BAB JV 

KEMITRAAN 
Pasal 7 

Asuransi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menanggung hilangnya 
kendaraan dan kcrusakan kendaraan yang bukan disebabkan kelalaian PJP. 

Pasal 5 
Dalam hal penyelenggara parkir tidak mengasuransikan terhadap kehilangan 
Kendaraan sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 4, maka penyelenggara parkir 
bertanggung jawah penuh clan wajib mengganti kehilangan Kcndaraan 
dimakaurl. 

Pcnggantian kerugian sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan 
melalul asuransi. 

Pasal6 

Penyelenggara parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, wajib mengganti keruginn kehilangan dan kerusakan kendaraan yang 
diparkir sesua; dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pas.al 4 

BARTH 
ASURANST PARK.IR 

Pa&~l ~ 



(1) Klaim pertanggungan/g .. antirugi sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 9 
ay at ( 1 ) huruf a yang diiadikan patokan kcsepakatan para pihak 
mengikuti ketentuan nilai batas bawah meliputi: 
a. kendaraan beroda empat/mobil dan sejenisnya sebesar 

Rp.40.000.000,00 (empat. puluh juta rupiah); dan 
b. kendaraan beroda dua/motor sebesar Rp 3.500.000,00 (uga juta Hrna 

ratus ribu rupiah). 
(2) Klaim pcrtanggungan/ ganti rugi sehagai mana dimaksud dalam P asal 9 

ay at ( 1 ) huruf b yang dijadikan patokan kcsepakatan para pihak 
mengikuti ketentuan nilai batas bawah meliputi: 

Bagian Ketiga 
Klairn Pertanggu ngan 

Pasal 10 

( 1) Objek perranggungan dalam pelaksanaan asuransi parkir puda Iokasi 
parklr milik dan / atn u ynng dikclola oleh Penyelen gga.ra Parklr meupu ti: 
a. pertanggungan ~su,·nn~i atau ganti rugi kepada PJP atas keh ilnngun 

kerrdaraart pada lokasi parkir tersebut; 
b. pertanggungan asuransi atas kerusakan atau kehilangan sebagian dari 

bagian kendaraan sebagal akibat kecelakaan atau akibat pcrbuatan jahat 
orang lain pada lokasi parkir terse hut. 

(2) Ketcntuan sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) ., d ikecualikan dalam 
keadaan force maieur, 

Baglan Ked ua 
OhjP.k 

Pasal 9 

(1) Bes a ran premi aau ramsi parkir yang harus dibayarkan kepada 
Lembaga Asuransi ditetapkan sebagai beriku l: 
a. unruk lokasi parkir yang dikelola oleh Pcmcrintah Daerah d;t.etA11kFU1 pallng 

tinggi 10 "'In (sepulu h 1~,·~~n) c..k-ui tarif parkir satu jam pr.:rl:ama 6e6LLai dengan 
jenis kendaraan; 

b. untuk lokasi parkir yang dikelola oleh Badan Usaha ditetapkan berdasarkan 
kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam kontrak tertulis. 

(2) Penentuan total premi asuransi parkir yang harus dihayarkan kepada Lembaga 
Asuransi didasarkan pada ketentuan: 
a. Urrtuk asuransi parkir yn,ng harus dibayarkan oleh Pemcrintah Daerah 

dltetapkan paling tinggi sesuai yang dialokasikan dalarn Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

b. Untuk asuransi parkir yang harus dibayarkan oleh Badan Usaha ditetapkan 
sesuai kesepakafan antara para pihak yang d.ituangka.n dalam kontrak 
rertulis 

Bagian Kesatu 

Premi 
Pa~al 8 

BABV 
PREM!, OBJEK QAN KLAIM PERTANGOUNGAN 



ADITRTHANANTO 
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR tC, 

Diundangka11 di Sematang 
pada tanggal .2.{ "\'v\..r\A1 .l_(J t.r 

SEKRETARIS DAERAH 

HENDRAR PRIHADI 

Ditetapkan di Semarang 
pada ranggal Jr (ttt. Y'V,1 UJ l, r 

WALIKOTA SE1\1ARANG 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pnda tanggal diundangkan, 
Agar scuau orang rnengera hninya, memerlntahkan pengundangan t"craturan 
Walikota ini dcngan penempatannya dalam Berita Daerah Kuta Semarang. 

DAU Vil 

KETENTUANP~NUTUP 
Pasal 13 

BA8 VI 

KF:TENTUAN LAIN-LAIN 
Pasal 12 

( 1) Untuk lokaai parkir yang dikelola oleh Pernerirrtah Daerah, apabila selama 
masa pertanggungan klaim vang teriadi dibawah '..J.Ov;;.. (du1:'t. puluh persen], 
Lernbaga Asuransi wajib memberikan pf:ngf!ml1;;-1liw1 sebesar 25':1lo (dua 
puluh lirna persen) dari nilai kontrak kepada Pemerintah Daerah. 

(2) Dalam hal terjadi perselisihan, force majeure dan lain-lain , aritara 
Penyelenggara Parkir dan Lembaga Asuransi diatur dalam Surat 
Perjanjian/Kontrak, 

Pasal 1 1 

Apabila kendaraan yang hilang diternukun kernbali, maka pcmilik kendaraan 
wajib mcngcmballkan ganti rugi yang telah dltcrlma sebesar 50 %1 (lirna puluh 
persenl kepada Lembaga A~urAttKi y~:w~ bersangkutan. 

sebesar sejenisnya a. kendaraan beroda em pat/ mobil dan 
Rp 2. 0 00. 000,00. (duajuta rupiah); clan 

b. kendaraan beroda dua/rnotor ~~he~ar Rp. 5 00.000,00 [lima ratus 
ribu rupiah). 

(3) Nilai klaim pertanggungan basil pelelangan rnerupakan jumlah yang 
dibayarkan kepada PJP. 


